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ABSTRAK

Cindy Alliyah Fitri, 220202110070. Analisis Yuridis Terhadap Status Pekerja PKWT
Yang Melebihi Jangka Waktu Didalam PP Nomor 35 Tahun 2021 (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof.
Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: PKWT, PP Nomor 35 Tahun 2021, hubungan kerja, perlindungan
pekerja, kemaslahatan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara norma hukum
mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung
Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025. Dalam ketentuan tersebut, PKWT tidak hanya dibatasi
secara formal melalui perjanjian tertulis dan jangka waktu tertentu, tetapi juga secara
material harus memenuhi syarat terkait jenis dan sifat pekerjaan yang tidak bersifat
tetap. Namun, dalam putusan a quo, Mahkamah Agung cenderung menitikberatkan
pada aspek formal tanpa mengkaji secara mendalam aspek material hubungan kerja.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan
tersebut dengan ketentuan hukum PKWT dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 serta menilainya berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari
bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,
serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Teknik pengumpulan bahan
hukum dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara
kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan pertimbangan
hakim dalam putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pertimbangan
Mahkamah Agung dalam mempertahankan status hubungan kerja sebagai PKWT
belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2021, karena tidak menguji secara komprehensif kesesuaian penggunaan PKWT
dengan syarat material terkait sifat pekerjaan dan lamanya hubungan kerja. Meskipun
putusan tersebut telah memenuhi ketentuan formal serta memberikan perlindungan
melalui pemberian uang kompensasi, namun secara substansi belum mencerminkan
tujuan pembatasan PKWT, yaitu mencegah penyalahgunaan hubungan kerja kontrak
terhadap pekerjaan yang bersifat tetap. Dari perspektif kemaslahatan, putusan tersebut
telah memberikan manfaat dalam bentuk perlindungan ekonomi pekerja, tetapi belum
sepenuhnya menghindari potensi kerugian berupa ketidakpastian status kerja, sehingga
belum optimal dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan
industrial.
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ABSTRACT

Cindy Alliyah Fitri, 220202110070. A Legal Analysis of the Status of Fixed-Term
Contract Workers Whose Contracts Have Exceeded the Term Specified in Government
Regulation No. 35 of 2021 (A Study of Supreme Court Decision No. 23 K/Pdt.Sus-
PHI/2025). Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana
Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Prof. Dr. Khoirul
Hidayah, M.H.

Keywords: Fixed-Term Employment Contract (PKWT), Government Regulation No. 35
of 2021, employment relationship, worker protection, public interest.

This study is motivated by the discrepancy between the legal provisions regarding
Fixed-Term Employment Contracts (PKWT) in Government Regulation No. 35 of 2021 and
the judges’ reasoning in Supreme Court Decision No. 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025. Under these
provisions, a PKWT is not only formally limited to a written agreement and a specific duration
but must also, in substance, meet requirements regarding the type and nature of the work, which
must be non-permanent. However, in the aforementioned decision, the Supreme Court tended
to focus on formal aspects without thoroughly examining the material aspects of the
employment relationship. Therefore, this study aims to analyze the consistency of the decision
with the legal provisions on PKWT in Government Regulation No. 35 of 2021 and to evaluate
it based on the principle of public interest in Islamic law.

This study employs a normative legal methodology using both a statutory approach
and a case-based approach. The legal materials utilized consist of primary sources, such as
legislation and court decisions, as well as secondary sources, such as legal literature. Legal
materials were collected through document analysis, while data analysis was conducted
qualitatively by examining the alignment between legal norms and the judges’ reasoning in
their decisions.

The research findings indicate that, from a normative perspective, the Supreme Court’s
reasoning in upholding the status of an employment relationship as a fixed-term contract
(PKWT) is not yet fully consistent with the provisions of Government Regulation No. 35 of
2021, as it does not comprehensively assess the appropriateness of using a PKWT in light of
material requirements regarding the nature of the work and the duration of the employment
relationship. Although the decision has met formal requirements and provided protection
through the payment of compensation, substantively it has not reflected the purpose of
restricting fixed-term employment contracts, namely to prevent the misuse of contractual
employment relationships for work of a permanent nature. From a public interest perspective,
the decision has provided benefits in the form of economic protection for workers, but has not
fully avoided potential losses in the form of uncertainty regarding employment status, and thus
has not been optimal in realizing justice and balance in industrial
relations.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha merupakan salah satu aspek
penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Dalam praktiknya,
hubungan kerja tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi semata, tetapi juga
menyangkut perlindungan hak-hak pekerja sebagai pihak yang secara ekonomi
berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha. Oleh karena
itu, negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan menjamin adanya
perlindungan hukum terhadap pekerja agar tercipta hubungan kerja yang adil dan
seimbang.

Perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian dari amanat konstitusi
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.! Ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan
bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan kerja yang layak serta
mendapatkan perlindungan dalam hubungan kerja. Dalam rangka mewujudkan hal

tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan

! Republik Indonesia, “UUD Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat (2),” 1945.



yang mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, salah
satunya melalui pengaturan mengenai perjanjian kerja.

Dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan kerja antara pekerja
dan pengusaha didasarkan pada adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja
merupakan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban para pihak, serta berbagai ketentuan yang mengatur
hubungan kerja tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian
kerja dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

PKWT merupakan perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu
atau untuk pekerjaan tertentu yang diperkirakan akan selesai dalam waktu tertentu.
Pengaturan mengenai PKWT pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian mengalami perubahan
melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang.Ketentuan mengenai PKWT secara khusus diatur dalam
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 59 ayat (1) disebutkan bahwa:
"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu

yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu."”

2 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat
(1),” 2003.



Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa PKWT hanya dapat digunakan untuk
pekerjaan yang bersifat sementara atau pekerjaan yang memiliki batas waktu
penyelesaian tertentu.

Selanjutnya, Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa:

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap."?

Dengan demikian, pekerjaan yang bersifat tetap seharusnya menggunakan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sehingga pekerja memperoleh
kepastian kerja yang lebih baik.

Pengaturan mengenai PKWT kemudian dipertegas kembali melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan
Kerja. Peraturan ini memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai ketentuan
PKWT, termasuk mengenai jenis pekerjaan yang dapat menggunakan PKWT,
jangka waktu kontrak kerja, serta hak-hak pekerja PKWT.

Dalam Pasal 5 PP Nomor 35 Tahun 2021 dinyatakan bahwa:

"PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat
atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu."

Selain mengatur jenis pekerjaan, PP Nomor 35 Tahun 2021 juga mengatur

mengenai batasan jangka waktu PKWT. Dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa:

3 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat
(2),”2003.
4 «Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021,” 2021.



"PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a dibuat paling lama 5 (lima) tahun."?

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan PKWT oleh pengusaha
yang dapat merugikan pekerja.

Meskipun telah terdapat pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-
undangan, dalam praktik hubungan industrial masih sering ditemukan
penyalahgunaan PKWT oleh pengusaha. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang
sering terjadi adalah penggunaan PKWT secara berulang-ulang dalam jangka
waktu yang lama sehingga pekerja tetap berada dalam status kontrak meskipun
telah bekerja dalam waktu yang cukup lama. Praktik penggunaan PKWT yang
melebihi batas waktu atau dilakukan secara berulang dapat menimbulkan berbagai
permasalahan bagi pekerja. Pekerja yang berstatus PKWT umumnya memiliki
tingkat kepastian kerja yang lebih rendah dibandingkan pekerja tetap. Kondisi
tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan kerja serta membuka
peluang terjadinya eksploitasi terhadap pekerja kontrak. Oleh karena itu,
pengaturan mengenai PKWT seharusnya tidak hanya dipahami sebagai ketentuan
administratif semata, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi
pekerja.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan PKWT sering
menimbulkan perselisthan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.

Perselisihan tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian

5 Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021,” 2021.



perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisthan Hubungan Industrial.
Salah satu perkara yang berkaitan dengan status pekerja PKWT adalah perkara
yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 K/Pdt.Sus-
PHI/2025. Dalam perkara tersebut, timbul permasalahan hukum mengenai status
pekerja yang di pekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu dalam jangka
waktu tertentu dan apakah status pekerja tersebut seharusnya berubah menjadi
pekerja tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi penting untuk dianalisis
karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menafsirkan
ketentuan mengenai PKWT dalam praktik penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. Analisis terhadap putusan tersebut juga dapat menunjukkan sejauh mana
perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT benar-benar diterapkan dalam
praktik peradilan di Indonesia.

Selain dianalisis berdasarkan hukum positif, putusan tersebut juga dapat
dikaji menggunakan prinsip kemaslahatan. Dalam konsep hukum Islam,
kemaslahatan merupakan prinsip yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan
mencegah kerugian bagi manusia. Konsep ini menekankan bahwa suatu kebijakan
atau keputusan hukum seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat serta

mencegah terjadinya ketidakadilan.® Dalam konteks hubungan kerja, prinsip

¢ Abdul Wahab Khallaf, /lmu Ushul al-Figih (Bandung: Gema Risalah Pres, 1997).



kemaslahatan dapat digunakan untuk menilai apakah suatu putusan hakim telah
memberikan perlindungan yang adil bagi pekerja sebagai pihak yang secara
ekonomi lebih lemah. Apabila suatu putusan tidak memberikan perlindungan yang
memadai bagi pekerja atau justru memperkuat praktik hubungan kerja yang tidak
adil, maka putusan tersebut dapat dinilai tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025,
Mahkamah Agung pada dasarnya menyatakan bahwa hubungan kerja antara para
pekerja dan perusahaan merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang
sah dan berakhir karena habisnya jangka waktu perjanjian kerja. Dalam
pertimbangannya, majelis hakim menitikberatkan pada keberadaan perjanjian kerja
tertulis yang dibuat antara para pihak serta berakhirnya hubungan kerja sesuai
dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Selain itu, Mahkamah Agung juga
memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja dalam bentuk pemberian
uang kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025, terlihat bahwa
majelis hakim dalam menentukan status hubungan kerja lebih menitikberatkan
pada aspek formal, yaitu keberadaan perjanjian kerja tertulis dalam bentuk
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta berakhirnya hubungan kerja karena
jangka waktu kontrak telah habis sebagaimana dimungkinkan dalam ketentuan

Pasal 154A ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.



Di sisi lain, ketentuan mengenai PKWT dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 tidak hanya menekankan aspek formal, tetapi juga
mensyaratkan adanya pembatasan secara material. Dalam Pasal 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ditegaskan bahwa PKWT hanya dapat dibuat
untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai
dalam waktu tertentu, serta tidak dapat digunakan untuk pekerjaan yang bersifat
tetap. Selain itu, ketentuan mengenai jangka waktu dalam Pasal 8 juga membatasi
lamanya hubungan kerja PKWT untuk mencegah penyalahgunaan kontrak kerja.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan (gap) antara dasar
pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan normatif dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Mahkamah Agung dalam putusannya tidak
secara mendalam menguji apakah pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja
dalam perkara tersebut memenuhi kriteria sebagai pekerjaan yang bersifat
sementara atau justru bersifat tetap sebagaimana disyaratkan dalam peraturan
perundang-undangan. Padahal, dalam fakta perkara, para pekerja telah bekerja
dalam jangka waktu yang cukup lama dan melakukan pekerjaan yang berpotensi
bersifat terus-menerus.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait apakah penggunaan
PKWT dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
atau justru merupakan bentuk penyimpangan terhadap tujuan pengaturan PKWT
yang bertujuan untuk mencegah penggunaan hubungan kerja kontrak secara terus-

menerus terhadap pekerjaan yang bersifat tetap. Dengan demikian, perbedaan



antara pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada aspek formal dengan
ketentuan normatif yang mensyaratkan aspek material inilah yang menjadi fokus
utama dalam penelitian ini.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025 dipilih sebagai
objek penelitian karena secara konkret mencerminkan permasalahan dalam
penerapan ketentuan PKWT di lapangan, khususnya terkait dengan penilaian
terhadap jangka waktu hubungan kerja dan sifat pekerjaan. Selain itu, putusan ini
juga menunjukkan bagaimana hakim dalam praktik peradilan menafsirkan
ketentuan PKWT, sehingga relevan untuk dikaji dalam rangka menilai kesesuaian
antara norma hukum dan penerapannya serta implikasinya terhadap perlindungan
hukum bagi pekerja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025 dengan
ketentuan PKWT dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta
menilainya berdasarkan prinsip kemaslahatan guna melihat sejauh mana putusan

tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pekerja.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025 terkait
status pekerja PKWT ditinjau berdasarkan ketentuan masa kerja sebagaimana

diatur dalam PP 35 Tahun 2021?



2. Bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025 tersebut

ditinjau berdasarkan prinsip kemaslahatan?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025
terkait status pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang
ditinjau berdasarkan ketentuan masa kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
2. Untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025
dalam perkara tersebut apabila ditinjau berdasarkan prinsip kemaslahatan

dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pekerja.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan
yang berkaitan dengan pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Melalui kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-
PHI/2025, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan
ketentuan PKWT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021,

terutama terkait batasan jangka waktu dan pembaruan perjanjian kerja. Selain
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itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif tambahan
mengenai analisis putusan pengadilan dengan menggunakan pendekatan
prinsip kemaslahatan sebagai salah satu landasan dalam menilai perlindungan
hukum terhadap pekerja.
Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi hakim,
praktisi hukum, pengusaha, dan pekerja dalam memahami batasan dan
perlindungan hukum bagi pekerja PKWT yang melebihi jangka waktu didalam
PP nomor 35 tahun 2021, serta sebagai pedoman dalam mencegah

penyalahgunaan PKWT dalam praktik hubungan industrial.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan

untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun metode penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu Penelitian hukum
normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap asas-asas
hukum, norma, serta peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan

sebagai bagian dari hukum positif.” Penelitian yuridis-normatif merupakan

7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.
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penelitian hukum yang meneliti serta mengkaji tentang hukum sebagai sebuah
norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan
kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang
dikaji.® Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis argumentasi hukum
putusan nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025.
2. Pendekatan Penelitian

Dalam menggali informasi mengenai suatu topik yang diteliti
dibutuhkan pendekatan penelitian agar sebuah penelitian dapat menyajikan data
akurat. Pada penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode pendekatan
ilmu hukum yaitu:
a. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) merupakan cara pendekatan dengan
mempelajari tentang penerapan suatu norma hukum dalam pelaksanaan
praktik hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya
menjelaskan Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara
menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
Dalam pendekatan ini, peneliti perlu memahami alasan-alasan hukum (ratio
decidendi) yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.’

Adapun dalam penelitian ini pendekatan kasus digunakan sebagai cara yang

8 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).
% Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-11,” Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2019, hlm. 134.
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digunakan dalam mendapatkan gambaran terhadap kasus yang ada dalam
suatu putusan.
b. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang (Statute Approach) merupakan penelitian
yang dilakukan seorang peneliti terhadap suatu isu hukum yang diangkat
dengan undang-undang yang berkaitan pada isu hukum tersebut. Undang-
undang yang digunakan untuk menelaah putusan kasasi nomor 23
K/Pdt.Sus-PHI/2025 yaitu PP Nomor 35 Tahun 2021 dan UU Nomor 6
tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

3. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas
hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang
meliputi undang-undang parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan
peraturan eksklusif atau administratif.!® Serta dibuat perubahan hukum
yang mengikat dan kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat.
Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
putusan kasasi nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025, PP Nomor 35 Tahun 2021,

dan UU nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

10 Marzuki. hlm 141
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang berasal
dari publikasi yang bertema hukum seperti buku-buku tentang hukum,
jurnal hukum, hasil penelitian hukum dari peneliti terdahulu, dan doktrin-
doktrin hukum.!!
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui
studi dokumen terhadap bahan hukum yang relevan dengan permasalahan
penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan PKWT, khususnya Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2021, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI1/2025 sebagai
objek utama penelitian. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-
buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan perlindungan hukum pekerja dan PKWT. Seluruh bahan hukum
tersebut kemudian dikumpulkan, dipelajari, dan diklasifikasikan sesuai dengan
permasalahan yang diteliti.
5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif

dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan

" Muhaimin, Metode Penelitian Hukum.
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cara menelaah dan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan pertimbangan hukum
hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025.
Peneliti mengidentifikasi fakta hukum dalam putusan, kemudian menganalisis
kesesuaian antara penerapan hukum oleh hakim dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait jangka waktu PKWT.
Selain itu, analisis juga dilakukan dengan mengkaji putusan tersebut
berdasarkan doktrin para ahli serta prinsip kemaslahatan untuk menilai sejauh

mana putusan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pekerja.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis akan memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang

mempunyai keterkaitan dengan judul skripsi ini. Yang bertujuan sebagai referensi

penulis dalam melakukan penelitian ini.

1.

Jurnal 1zzatul Mula dkk tahun 2025 berjudul “Transformasi Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) di Era Ekonomi Fleksibel: Tantangan Perlindungan
Hukum Pekerja Kontrak dan Outsourcing di Jawa Timur”. Penelitian
terdahulu ini fokus pada tantangan perlindungan hukum pekerja PKWT dalam
konteks perubahan sistem ketenagakerjaan dan praktik outsourcing di era
ekonomi fleksibel, sedangkan penelitian saya fokus pada analisis yuridis

terhadap status pekerja PKWT yang melebihi jangka waktu sebagaimana
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diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 melalui studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025.

. Jurnal Moh. Nabil Jibran dkk tahun 2024 berjudul “Perlindungan Hak dan
Kewajiban Pekerja Dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja”. Penelitian terdahulu ini fokus pada perlindungan hak dan
kewajiban pekerja secara umum dalam sistem ketenagakerjaan setelah
berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan penelitian saya fokus
pada analisis yuridis terhadap status pekerja PKWT yang melebihi jangka
waktu berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021 melalui analisis putusan
Mahkamah Agung.

. Jurnal Umi Nuris Sholikah dan Sulaksono tahun 2025 berjudul “Tinjauan
Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Tidak Dicatatkan ke Dinas
Tenaga Kerja”. Penelitian terdahulu ini fokus pada akibat hukum PKWT yang
tidak dicatatkan kepada instansi ketenagakerjaan, sedangkan penelitian saya
fokus pada analisis yuridis terhadap status pekerja PKWT yang melebihi
jangka waktu kontrak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021
melalui analisis putusan Mahkamah Agung.

. Jurnal Liana dan Prasetijo Rijadi tahun 2025 berjudul “Legal Protection for
Fixed-Term Employment Contract (PKWT) Workers in Outsourced Company
Transfers Following the Enactment of Indonesian Law No. 6 of 2023”.
Penelitian terdahulu ini fokus pada perlindungan pekerja PKWT dalam

konteks pengalihan perusahaan outsourcing setelah berlakunya Undang-
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Undang Cipta Kerja, sedangkan penelitian saya fokus pada analisis yuridis
terhadap status pekerja PKWT yang masa kerjanya melebihi jangka waktu
kontrak berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021 dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025.

. Jurnal Shanty Hermalia Putri dkk tahun 2023 berjudul “Legal Protection of
Workers in Time Work Agreements in Indonesia”. Penelitian terdahulu ini
fokus pada perlindungan hukum pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu
secara umum dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, sedangkan penelitian
saya fokus pada analisis yuridis terhadap status pekerja PKWT yang melebihi
jangka waktu kontrak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021
melalui analisis putusan Mahkamah Agung.

. Jurnal Rizky Ananda Pratama tahun 2023 berjudul “Kepastian Hukum Pekerja
PKWT Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023”.
Penelitian terdahulu ini fokus pada kepastian hukum pekerja PKWT setelah
berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan penelitian saya fokus
pada analisis yuridis terhadap status pekerja PKWT yang melebihi jangka
waktu kontrak berdasarkan ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2021 dalam praktik
peradilan hubungan industrial.

. Jurnal Gatot Subroto Widagdo tahun 2024 berjudul “Legal Certainty of the
Implementation of Fixed-Time Employment Agreements After the Labour
Creation Act of 2023”. Penelitian terdahulu ini fokus pada kepastian hukum

pelaksanaan PKWT setelah perubahan regulasi ketenagakerjaan, sedangkan
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penelitian saya fokus pada analisis yuridis terhadap status pekerja PKWT yang
melebihi jangka waktu kontrak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun
2021 melalui studi putusan Mahkamah Agung.

Jurnal Nabila Nur Safitri tahun 2024 berjudul “Legal Protection for Workers
with Specific Time Work Agreements (PKWT)”. Penelitian terdahulu ini
fokus pada perlindungan hukum bagi pekerja PKWT dari perspektif hukum
ketenagakerjaan secara umum, sedangkan penelitian saya fokus pada analisis
yuridis terhadap status pekerja PKWT yang melebihi jangka waktu kontrak
berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021 melalui analisis putusan Mahkamah
Agung.

Jurnal Zen Mutowali dkk tahun 2025 berjudul “Legal Protection for Fixed-
Term Workers in the Drafting of PKWT Clauses”. Penelitian terdahulu ini
fokus pada perlindungan pekerja PKWT dalam penyusunan klausul perjanjian
kerja, sedangkan penelitian saya fokus pada analisis yuridis terhadap status
pekerja PKWT yang melebihi jangka waktu kontrak sebagaimana diatur dalam
PP Nomor 35 Tahun 2021 melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor
23 K/Pdt.Sus-PHI1/2025.

Jurnal Febrianto dkk tahun 2024 berjudul “Legal Protection of Certain Time
Contract Workers”. Penelitian terdahulu ini fokus pada perlindungan hukum
pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dalam hubungan kerja secara
umum, sedangkan penelitian saya fokus pada analisis yuridis terhadap status

pekerja PKWT yang melebihi jangka waktu kontrak berdasarkan ketentuan PP
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Nomor 35 Tahun 2021 serta dianalisis melalui Putusan Mahkamah Agung

Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No Judul Hasil Persamaan Perbedaan
1. Jurnal  Izzatul | Transformasi Sama-sama Penelitian
Mula dkk tahun | Perjanjian Kerja | membahas terdahulu
2025 berjudul | Waktu Tertentu | perlindungan fokus pada
“Transformasi | (PKWT) di Era | hukum pekerja | tantangan
Perjanjian Ekonomi dengan  status | perlindungan
Kerja ~ Waktu | Fleksibel: PKWT. hukum
Tertentu Tantangan PKWT
(PKWT) di Era | Perlindungan dalam sistem
Ekonomi Hukum Pekerja ekonomi
Fleksibel: Kontrak dan fleksibel,
Tantangan Outsourcing  di sedangkan
Perlindungan Jawa Timur penelitian
Hukum Pekerja saya fokus
Kontrak  dan pada analisis
Outsourcing di yuridis
Jawa Timur”. terhadap
status
pekerja
PKWT yang
melebihi
jangka
waktu
kontrak
menurut PP
No. 35
Tahun 2021
dalam
Putusan MA
No. 23
K/Pdt.Sus-
PHI/2025.
2. Jurnal Moh. | Penelitian ini | Sama-sama Penelitian
Nabil  Jibran | menjelaskan membahas terdahulu
dkk tahun 2024 | bahwa UU Cipta | perlindungan membahas
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No Judul Hasil Persamaan Perbedaan
berjudul Kerja hukum pekerja | perlindungan
“Perlindungan | memberikan dalam hubungan | pekerja
Hak dan | kerangka kerja. secara
Kewajiban perlindungan umum,
Pekerja Dilihat | terhadap hak dan sedangkan
dari  Undang- | kewajiban penelitian
Undang Nomor | pekerja serta saya fokus
6 Tahun 2023 | mengatur pada analisis
tentang Cipta | hubungan kerja yuridis
Kerja”. antara  pekerja terhadap

dan pengusaha. status
pekerja
PKWT yang
melebihi
jangka
waktu
kontrak
berdasarkan
PP No. 35
Tahun 2021.

3. Jurnal Umi | Hasil penelitian | Sama-sama Penelitian
Nuris Sholikah | menunjukkan membahas terdahulu
dan Sulaksono | bahwa PKWT | PKWT  dalam | fokus pada
tahun 2025 | yang tidak | hubungan kerja. | aspek
berjudul dicatatkan dapat administratif
“Tinjauan menimbulkan PKWT,
Yuridis konsekuensi sedangkan
Perjanjian hukum bagi penelitian
Kerja ~ Waktu | perusahaan saya fokus
Tertentu yang | karena tidak pada
Tidak memenuhi pelanggaran
Dicatatkan ke | ketentuan jangka
Dinas Tenaga | administratif waktu
Kerja”. ketenagakerjaan. PKWT

menurut PP
No. 35
Tahun 2021
dalam
putusan
Mahkamah

Agung.
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No Judul Hasil Persamaan Perbedaan
4. Jurnal  Liana | Penelitian  ini | Sama-sama Penelitian
dan  Prasetijo | menemukan membahas terdahulu
Rijadi  tahun | bahwa pekerja | perlindungan fokus pada
2025 berjudul | PKWT  dalam | hukum pekerja | perlindungan
“Legal sistem PKWT. pekerja
Protection for | outsourcing PKWT
Fixed-Term masih dalam
Employment menghadapi outsourcing,
Contract ketidakpastian sedangkan
(PKWT) perlindungan penelitian
Workers in | hukum saya fokus
Outsourced meskipun telah pada pekerja
Company diatur dalam PKWT yang
Transfers regulasi melebihi
Following the | ketenagakerjaan jangka
Enactment of | terbaru. waktu
Indonesian kontrak
Law No. 6 of menurut PP
2023”. No. 35
Tahun 2021.
5. Jurnal Shanty | Hasil penelitian | Sama-sama Penelitian
Hermalia Putri | menunjukkan membahas terdahulu
dkk tahun 2023 | bahwa perlindungan membahas
berjudul perlindungan hukum pekerja | perlindungan
“Legal hukum pekerja | PKWT. hukum
Protection of | PKWT  masih secara
Workers in | memerlukan umum,
Time Work | penguatan sedangkan
Agreements in | regulasi dan penelitian
Indonesia”. pengawasan agar saya fokus
tidak merugikan pada
pekerja. pelanggaran
jangka
waktu
PKWT dan
perlindungan
pekerja
berdasarkan
PP No. 35
Tahun 2021.
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No Judul Hasil Persamaan Perbedaan

6. Jurnal  Rizky | Penelitian ini | Sama-sama Penelitian
Ananda menjelaskan membahas terdahulu
Pratama tahun | bahwa hubungan kerja | fokus pada
2023 berjudul | perubahan PKWT. kepastian
“Kepastian regulasi hukum
Hukum Pekerja | ketenagakerjaan secara
PKWT Setelah | bertujuan normatif,
Berlakunya meningkatkan sedangkan
Undang- kepastian hukum penelitian
Undang Nomor | bagi pekerja saya fokus
6 Tahun 2023”. | PKWT. pada

penerapan
aturan
jangka
waktu
PKWT
dalam
putusan
Mahkamah
Agung.

7. Jurnal ~ Gatot | Hasil penelitian | Sama-sama Penelitian
Subroto menunjukkan membahas terdahulu
Widagdo tahun | bahwa regulasi | implementasi fokus pada
2025 berjudul | baru PKWT  dalam | kepastian
“Legal memberikan sistem  hukum | hukum
Certainty of the | kerangka ketenagakerjaan. | pelaksanaan
Implementation | kepastian hukum PKWT
of Fixed-Time | terhadap secara
Employment pelaksanaan umum,
Agreements PKWT, namun sedangkan
After the Labor | implementasinya penelitian
Creation Act of | masih saya fokus
2023 menghadapi pada kasus

berbagai konkret

kendala. dalam
Putusan MA
No. 23
K/Pdt.Sus-
PHI/2025.

8. Jurnal Nabila | Penelitian  ini | Sama-sama Penelitian
Nur Safitri | menyimpulkan | membahas terdahulu
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No Judul Hasil Persamaan Perbedaan
tahun 2024 | bahwa pekerja | perlindungan membahas
berjudul “Legal | PKWT hukum pekerja | perlindungan
Protection for | memerlukan PKWT. hukum
Workers with a | perlindungan PKWT
Specific Time | hukum yang secara
Work jelas agar tidak umum,
Agreement terjadi sedangkan
(PKWT) penyalahgunaan penelitian
Viewed from a | kontrak  kerja saya fokus
Labor Law | oleh perusahaan. pada pekerja
Perspective”. PKWT yang

masa
kerjanya
melebihi
jangka
waktu
kontrak
menurut PP
No. 35
Tahun 2021.

9. Jurnal Zen | Penelitian  ini | Sama-sama Penelitian
Mutowali dkk | menemukan membahas terdahulu
tahun 2026 | bahwa  klausul | perlindungan fokus pada
berjudul “Legal | dalam perjanjian | hukum pekerja | klausul
Protection for | kerja PKWT | PKWT. kontrak
Fixed-Term harus  disusun kerja,
Workers in the | secara jelas agar sedangkan
Drafting of an | tidak merugikan penelitian
Employment pekerja. saya fokus
Agreement”. pada  batas

jangka
waktu
PKWT dan
perlindungan
hukum
pekerja
ketika
jangka
waktu
tersebut

dilanggar.
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No

Judul

Hasil

Persamaan

Perbedaan

10.

Jurnal
Febrianto dkk
tahun 2024
berjudul “Legal
Protection  of
Certain Time
Contract
Workers.”

Penelitian  ini
menunjukkan
bahwa pekerja
kontrak
membutuhkan
perlindungan
hukum yang
memadai untuk
menjamin  hak-
haknya  dalam
hubungan kerja.

Sama-sama
membahas
perlindungan

hukum pekerja

PKWT.

Penelitian
terdahulu
membahas
perlindungan
pekerja
kontrak
secara
umum,
sedangkan
penelitian
saya fokus
pada analisis
yuridis
terhadap
status
pekerja
PKWT yang
melebihi
jangka
waktu
kontrak
dalam PP
No. 35
Tahun 2021
melalui studi
putusan
Mahkamah
Agung.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan penulisan
serta dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian yang

disusun penulis, maka dari itu disini penulis hendak memaparkan suatu sistematika
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penulisan penelitian hukum normatif. Adapun sistematika penulisan hukum yang
dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai awal
tentang penelitian yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
Diadakannya Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang bertujuan
untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar dan
Sistematika Pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai
kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum
tentang Analisis Yuridis Terhadap Status Pekerja PKWT Yang Melebihi Jangka
Waktu Didalam PP Nomor 35 Tahun 2021 (Studi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025)

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini penulis
berusaha menguraikan tentang Bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 23
K/Pdt.Sus-PHI/2025 terkait status pekerja PKWT ditinjau berdasarkan ketentuan
masa kerja sebagaimana diatur dalam PP 35 Tahun 2021, dan Bagaimana putusan
Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025 tersebut ditinjau berdasarkan
prinsip kemaslahatan.

Bab IV : Bab Penutup. Bab ini menjadi bagian akhir dari penelitian ini.
Pada bab ini penulis memuat dua objek bahasan mengenai hasil penelitian yang

berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Pengaturan PKWT dalam Hukum Ketenagakerjaan

1.

Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian kerja merupakan dasar terbentuknya hubungan kerja antara
pekerja dengan pengusaha. Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia,
hubungan kerja dapat dilakukan melalui dua bentuk perjanjian kerja, yaitu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu (PKWTT). Kedua jenis perjanjian kerja tersebut memiliki
karakteristik yang berbeda baik dari segi jangka waktu, sifat pekerjaan, maupun
perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan perjanjian kerja
antara pekerja dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu
tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara. Pengaturan
mengenai PKWT pada dasarnya bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi
dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang bersifat sementara
tanpa mengurangi perlindungan terhadap pekerja.'?

Secara normatif, pengertian PKWT dapat ditemukan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dalam praktik

12 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),

hlm 63.
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hubungan industrial, PKWT sering dikenal dengan istilah pekerja kontrak, yaitu
pekerja yang dipekerjakan berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah
disepakati sebelumnya oleh para pihak. Dengan demikian, berakhirnya
hubungan kerja dalam PKWT pada prinsipnya terjadi secara otomatis setelah
jangka waktu perjanjian kerja berakhir atau pekerjaan yang diperjanjikan telah
selesai dilaksanakan.'?

Pengaturan mengenai PKWT merupakan salah satu instrumen hukum
yang dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja.
Di satu sisi, pengusaha memerlukan fleksibilitas dalam merekrut tenaga kerja
untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau musiman. Namun di sisi lain,
negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja agar tidak
terjadi penyalahgunaan sistem kontrak yang dapat merugikan pekerja, seperti
praktik kontrak kerja yang diperpanjang secara terus-menerus tanpa batas yang
jelas.!*

Dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia, penggunaan PKWT sering
menimbulkan berbagai persoalan hukum. Salah satu permasalahan yang sering
muncul adalah penggunaan PKWT untuk pekerjaan yang sebenarnya bersifat
tetap atau berkelanjutan. Hal tersebut berpotensi mengurangi perlindungan

hukum bagi pekerja karena pekerja kontrak tidak memiliki jaminan

13 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 92.
14 Abdul Khakim, Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia (Penerbit PT Citra Aditya Bakti,
2020), hlm 56.
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keberlanjutan hubungan kerja sebagaimana pekerja tetap. Oleh karena itu,
pengaturan PKWT dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia pada dasarnya
memuat batasan-batasan tertentu agar sistem kontrak tidak disalahgunakan oleh
pengusaha. '’

Selain itu, PKWT juga memiliki implikasi terhadap pemenuhan hak-
hak pekerja, seperti kepastian kerja, jaminan sosial, serta perlindungan terhadap
pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, pengaturan mengenai PKWT terus
mengalami  perkembangan  seiring dengan  perubahan  kebijakan
ketenagakerjaan di Indonesia, terutama setelah adanya reformasi regulasi
melalui Undang-Undang Cipta Kerja.®

2. Perbedaan PKWT dan PKWTT

Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, hubungan kerja antara
pekerja dan pengusaha dapat dilakukan melalui dua jenis perjanjian kerja, yaitu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu (PKWTT). Kedua jenis perjanjian kerja tersebut memiliki
karakteristik yang berbeda baik dari segi jangka waktu, sifat pekerjaan, maupun
konsekuensi hukum yang timbul dari hubungan kerja tersebut.

PKWT merupakan perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu

tertentu atau untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang sifatnya

15 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 115.

16 Moh. Nabil Jibran, Nuridin, dan Kus Rizkianto, “Perlindungan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dilihat
Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja,” Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
2, no. 1 SE-Articles (17 Mei 2024): 87-102, https://doi.org/10.61930/js1i.v2i1.597.
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sementara. Oleh karena itu, hubungan kerja dalam PKWT akan berakhir secara
otomatis setelah jangka waktu yang disepakati berakhir atau setelah pekerjaan
yang diperjanjikan selesai dilaksanakan. Dalam PKWT, pekerja pada umumnya
tidak memiliki jaminan keberlanjutan hubungan kerja setelah kontrak berakhir,
kecuali apabila kontrak tersebut diperpanjang atau diperbarui oleh para pihak.!”
Sementara itu, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) merupakan
perjanjian kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Hubungan kerja
dalam PKWTT bersifat tetap dan berkelanjutan, sehingga pekerja memiliki
kepastian kerja yang lebih kuat dibandingkan pekerja PKWT. Dalam PKWTT,
pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh
pengusaha tanpa mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.'®

Perbedaan mendasar antara PKWT dan PKWTT juga dapat dilihat dari
aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja. Pekerja dengan
status PKWTT pada umumnya memperoleh perlindungan yang lebih luas,
seperti hak atas pesangon, penghargaan masa kerja, serta prosedur pemutusan
hubungan kerja yang lebih ketat. Sebaliknya, pekerja dengan status PKWT

memiliki perlindungan yang lebih terbatas karena hubungan kerja tersebut

17 Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hlm. 67.
18 Khakim, Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia, hlm. 58.
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bersifat sementara dan bergantung pada jangka waktu kontrak yang telah
disepakati.!®

Meskipun demikian, perkembangan regulasi ketenagakerjaan di
Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja
PKWT. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pemberian kompensasi
bagi pekerja PKWT ketika hubungan kerja berakhir, sebagaimana diatur dalam
peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan ini merupakan
bentuk perlindungan hukum bagi pekerja kontrak agar tetap memperoleh hak
tertentu setelah masa kerja berakhir.?

Dengan demikian, perbedaan antara PKWT dan PKWTT tidak hanya
terletak pada jangka waktu perjanjian kerja, tetapi juga berkaitan dengan tingkat
kepastian kerja dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja. Oleh
karena itu, penggunaan PKWT dalam praktik ketenagakerjaan harus dilakukan
secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
agar tidak merugikan pekerja.

3. Dasar Hukum PKWT dalam Peraturan Perundang-Undangan
Pengaturan mengenai PKWT dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia

telah mengalami perkembangan seiring dengan perubahan regulasi di bidang

19 Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, hlm. 96.

20 Ambrosia Christava Niwanoti Serrao dan Any Suryani Hamzah, “Kepastian Hukum Pekerja PKWT
Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,”
Private Law 5, no. 3 SE-Articles (n.d.): 651-62, https://doi.org/10.29303/mnvznb47.
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ketenagakerjaan. Pada awalnya, ketentuan mengenai PKWT diatur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-
undang tersebut menjadi landasan utama dalam pengaturan hubungan kerja
antara pekerja dan pengusaha, termasuk mengenai perjanjian kerja waktu
tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengaturan PKWT
dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai penggunaan
sistem kontrak dalam hubungan kerja. Pengaturan tersebut mencakup berbagai
aspek penting, seperti jenis pekerjaan yang dapat menggunakan PKWT, jangka
waktu perjanjian kerja, serta konsekuensi hukum apabila ketentuan tersebut
dilanggar. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah praktik penyalahgunaan
sistem kontrak oleh pengusaha yang dapat merugikan pekerja.?!

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha dan dinamika
pasar tenaga kerja, pemerintah kemudian melakukan reformasi regulasi
ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja yang selanjutnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-
undang ini membawa sejumlah perubahan dalam pengaturan hubungan kerja,

termasuk dalam hal pengaturan PKWT. Salah satu perubahan penting dalam

2l Sutedi, Hukum Perburuhan, hlm. 118.
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pengaturan PKWT adalah penyesuaian terhadap kebutuhan fleksibilitas pasar
tenaga kerja dengan tetap mempertimbangkan aspek perlindungan hukum bagi
pekerja. Perubahan tersebut kemudian diperjelas melalui peraturan pelaksana,
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan
Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memberikan pengaturan
yang lebih rinci mengenai pelaksanaan PKWT, termasuk mengenai jangka
waktu kontrak kerja, mekanisme perpanjangan atau pembaruan kontrak, serta
hak pekerja atas uang kompensasi ketika hubungan kerja berakhir. Pengaturan
ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja sekaligus
memberikan fleksibilitas bagi pengusaha dalam mengelola tenaga kerja sesuai
dengan kebutuhan usaha.??

Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, sistem PKWT dalam
hukum ketenagakerjaan Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup
signifikan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar hukum PKWT
menjadi penting dalam menganalisis berbagai permasalahan ketenagakerjaan
yang berkaitan dengan penggunaan sistem kontrak kerja, termasuk dalam

konteks penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

22 Henlia Peristiwi Rejeki, Toto Tohir Suriaatmaja, dan Oksidelfa Yanto, “Legal Protection for Workers
with Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) Based on a Review of the Job Creation Regulation,”
Sinergi International Journal of Law 3, no. 3 (2025): 142-51,
https://doi.org/https://doi.org/10.61194/law.v3i3.793.
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B. Pengaturan Jangka Waktu PKWT dalam PP Nomor 35 Tahun 2021

1.

Ketentuan Masa Kerja dalam PKWT

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan salah satu bentuk
hubungan kerja yang diatur secara khusus dalam hukum ketenagakerjaan
Indonesia. Pengaturan mengenai PKWT bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum bagi pengusaha maupun pekerja dalam pelaksanaan hubungan
kerja yang bersifat sementara. Ketentuan mengenai PKWT mengalami
perkembangan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja, yang kemudian diikuti dengan peraturan pelaksana berupa
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan
Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memberikan pengaturan
yang lebih rinci mengenai pelaksanaan PKWT, termasuk mengenai jangka
waktu perjanjian kerja, mekanisme perpanjangan dan pembaruan kontrak kerja,
serta hak-hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir. Pengaturan ini
dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan sistem kontrak yang dapat
merugikan pekerja, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha dalam

mengelola tenaga kerja.?

2 Khakim, Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia, him. 73.
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Salah satu aspek penting yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021
adalah mengenai jangka waktu PKWT. Dalam Pasal 6 PP Nomor 35 Tahun
2021 disebutkan bahwa: "PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dibuat untuk paling lama 5 (lima)
tahun."?* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja dengan
sistem PKWT memiliki batasan waktu yang jelas, sehingga tidak dapat
digunakan secara terus-menerus tanpa batas. Batasan ini bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum bagi pekerja agar tidak terjebak dalam hubungan
kerja kontrak yang berkepanjangan tanpa kejelasan status.

Selain itu, pengaturan mengenai jangka waktu PKWT juga berkaitan
dengan jenis pekerjaan yang dapat menggunakan sistem kontrak. Dalam
praktiknya, PKWT hanya dapat diterapkan pada pekerjaan yang sifatnya
sementara, pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu, pekerjaan
musiman, atau pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru atau kegiatan baru
yang masih dalam tahap percobaan.?®

Dengan adanya pembatasan tersebut, penggunaan PKWT diharapkan
tidak disalahgunakan oleh pengusaha untuk menghindari kewajiban
memberikan status pekerja tetap kepada pekerja yang sebenarnya melakukan

pekerjaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan.

24 Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu” (2021).
2 Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, him.69.
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2. Perpanjangan PKWT

Selain mengatur mengenai jangka waktu awal PKWT, PP Nomor 35
Tahun 2021 juga mengatur mengenai kemungkinan perpanjangan perjanjian
kerja. Perpanjangan PKWT merupakan mekanisme yang memungkinkan
pengusaha dan pekerja untuk melanjutkan hubungan kerja setelah masa kontrak
awal berakhir. Perpanjangan PKWT pada dasarnya dilakukan apabila pekerjaan
yang diperjanjikan belum selesai pada saat masa kontrak berakhir. Namun
demikian, perpanjangan tersebut tetap harus memperhatikan batasan jangka
waktu maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik hubungan industrial, perpanjangan PKWT sering
menjadi sumber permasalahan apabila dilakukan secara berulang-ulang tanpa
batas yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi merugikan pekerja karena pekerja
terus berada dalam status kontrak tanpa memperoleh kepastian kerja sebagai
pekerja tetap. Oleh karena itu, regulasi mengenai PKWT memberikan batasan
tertentu agar mekanisme perpanjangan tidak disalahgunakan.?®

Pengaturan mengenai perpanjangan PKWT juga harus disepakati oleh
para pihak sebelum masa kontrak berakhir. Dengan demikian, perpanjangan
kontrak tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pengusaha, melainkan harus

didasarkan pada kesepakatan bersama antara pekerja dan pengusaha.

26 Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, him. 103.
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3. Pembaruan PKWT

Selain mekanisme perpanjangan, dalam praktik hubungan kerja juga
dikenal mekanisme pembaruan PKWT. Pembaruan PKWT merupakan
pembuatan perjanjian kerja baru setelah berakhirnya perjanjian kerja
sebelumnya. Berbeda dengan perpanjangan yang masih merupakan kelanjutan
dari kontrak yang sama, pembaruan PKWT dilakukan dengan membuat kontrak
kerja yang baru antara pekerja dan pengusaha.?’

Dalam praktiknya, pembaruan PKWT sering digunakan oleh
perusahaan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan pekerja kontrak setelah
masa kontrak sebelumnya berakhir. Namun demikian, mekanisme pembaruan
juga harus tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas maksimal jangka
waktu PKWT sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021.

Apabila pembaruan PKWT dilakukan secara terus-menerus tanpa
memperhatikan batasan jangka waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Oleh karena itu,
pengaturan mengenai pembaruan PKWT dimaksudkan untuk menjaga
keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan perlindungan hukum bagi

pekerja.

27 Sutedi, Hukum Perburuhan, hlm. 124.
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4. Batas Maksimal PKWT

Salah satu ketentuan penting dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 adalah
mengenai batas maksimal penggunaan PKWT. Batasan ini menjadi instrumen
hukum yang penting untuk mencegah praktik penggunaan kontrak kerja secara
terus-menerus yang dapat merugikan pekerja. Sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya, Pasal 6 PP Nomor 35 Tahun 2021 menentukan bahwa PKWT
berdasarkan jangka waktu hanya dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun.
Dengan demikian, hubungan kerja dengan sistem PKWT tidak dapat
berlangsung melebihi batas waktu tersebut.

Pembatasan ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum
bagi pekerja agar tidak terus-menerus berada dalam status pekerja kontrak
tanpa memperoleh kesempatan untuk menjadi pekerja tetap. Selain itu,
pembatasan tersebut juga mendorong perusahaan untuk lebih selektif dalam
menggunakan sistem kontrak dan tidak menjadikannya sebagai sarana untuk
menghindari kewajiban ketenagakerjaan.”® Dalam praktiknya, pelanggaran
terhadap batas maksimal PKWT sering menjadi sumber perselisihan hubungan
industrial antara pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, ketentuan mengenai
batas maksimal PKWT memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga

keseimbangan hubungan kerja.

28 Rejeki, Suriaatmaja, dan Yanto, “Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment
Agreements (PKWT) Based on a Review of the Job Creation Regulation.”
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5. Konsekuensi Hukum Jika PKWT Melebihi Batas

Apabila PKWT dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, maka akan timbul konsekuensi hukum tertentu. Salah
satu konsekuensi yang paling penting adalah perubahan status hubungan kerja
dari PKWT menjadi PKWTT. Perubahan status tersebut merupakan bentuk
perlindungan hukum bagi pekerja apabila pengusaha menggunakan sistem
kontrak secara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian,
pekerja yang seharusnya memperoleh status pekerja tetap tidak dirugikan oleh
praktik kontrak kerja yang berkepanjangan.

Dalam berbagai putusan pengadilan hubungan industrial, ketentuan
mengenai batasan PKWT sering menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
menentukan status hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Oleh karena
itu, pemahaman terhadap ketentuan mengenai PKWT menjadi sangat penting
dalam menganalisis sengketa ketenagakerjaan yang berkaitan dengan status
pekerja kontrak.?’

6. Hak Kompensasi bagi Pekerja PKWT

Selain mengatur mengenai jangka waktu dan batasan PKWT, PP Nomor

35 Tahun 2021 juga memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja PKWT

melalui pemberian uang kompensasi. Ketentuan ini merupakan salah satu

2 Serrao dan Hamzah, “Kepastian Hukum Pekerja PKWT Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.”
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inovasi dalam regulasi ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberikan
penghargaan atas masa kerja pekerja kontrak.

Dalam Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 disebutkan bahwa:
"Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang
hubungan kerjanya berdasarkan PK WT."*°

Uang kompensasi tersebut diberikan pada saat berakhirnya hubungan
kerja dan besarnya dihitung berdasarkan masa kerja pekerja selama
menjalankan hubungan kerja dengan sistem PKWT. Kebijakan ini bertujuan
untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi pekerja kontrak yang hubungan
kerjanya berakhir setelah masa kontrak selesai. Dengan adanya ketentuan
mengenai uang kompensasi tersebut, pekerja PKWT tetap memperoleh hak
tertentu sebagai bentuk perlindungan hukum meskipun hubungan kerja mereka
bersifat sementara. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan di
Indonesia berupaya menyeimbangkan fleksibilitas hubungan kerja dengan

perlindungan terhadap pekerja.

C. Teori Perlindungan Hukum

l.

Konsep Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep penting dalam

sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu

30 «Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021,” 2021.
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dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks hubungan
kerja, perlindungan hukum memiliki peranan yang sangat penting karena
hubungan antara pekerja dan pengusaha pada dasarnya tidak selalu berada
dalam posisi yang seimbang. Pengusaha sebagai pemilik modal memiliki
kekuatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan pekerja, sehingga pekerja
berada pada posisi yang lebih rentan dalam hubungan kerja. Oleh karena itu,
negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan memberikan
perlindungan hukum kepada pekerja agar hak-haknya tetap terjamin.>!

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya
untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan
kepada orang tersebut untuk bertindak dalam rangka mempertahankan
kepentingannya. Dengan adanya perlindungan hukum, individu memiliki
jaminan bahwa hak-haknya akan diakui dan dilindungi oleh sistem hukum yang
berlaku.??

Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan hukum terhadap pekerja
bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang antara
pekerja dan pengusaha. Perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek,
seperti perlindungan terhadap upah, perlindungan terhadap kondisi kerja yang
layak, serta perlindungan terhadap kepastian status hubungan kerja. Hal ini

menjadi sangat penting terutama dalam hubungan kerja yang menggunakan

31 Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hlm. 45.
32 Satjipto Rahardjo, I/mu hukum (Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.
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sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), karena sistem kontrak
memiliki potensi menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja apabila tidak diatur
secara jelas oleh hukum.3?

Dalam praktik hubungan industrial, perlindungan hukum bagi pekerja
diwujudkan melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan, seperti Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur mengenai PKWT. Regulasi
tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan sistem kontrak kerja
tidak merugikan pekerja dan tetap memberikan kepastian hukum mengenai
status hubungan kerja.

2. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Dalam teori perlindungan hukum, perlindungan terhadap masyarakat
dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum
preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan ini
memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjamin
terpenuhinya hak-hak masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif
merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum suatu sengketa terjadi.

33 Khakim, Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia, him. 87.



41

Perlindungan ini biasanya diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan
yang memberikan batasan serta pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan.**

Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan hukum preventif dapat
dilihat dari adanya berbagai ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai
hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Misalnya, ketentuan mengenai
batasan penggunaan PKWT dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2021 yang bertujuan untuk mencegah praktik penyalahgunaan sistem kontrak
kerja oleh pengusaha. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan
hubungan kerja dapat berjalan secara adil dan tidak merugikan pekerja.

Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan
yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak atau sengketa hukum.
Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi serta
memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Bentuk perlindungan represif
biasanya diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui
jalur peradilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar
pengadilan.’’

Dalam hubungan industrial, perlindungan hukum represif dapat dilihat
melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

34 M Hadjon Philipus, “Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia,” Bina Ilmu, Surabaya 25 (1987): h2,

hlm. 25.

35 Philipus, hlm. 29.
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Perselisihan Hubungan Industrial. Apabila terjadi perselisihan antara pekerja
dan pengusaha, para pihak dapat menempuh berbagai tahapan penyelesaian,
mulai dari perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, hingga penyelesaian
melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Apabila para pihak masih tidak puas terhadap putusan Pengadilan
Hubungan Industrial, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan
upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung
kemudian menjadi putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak.
Mekanisme inilah yang menjadi bentuk perlindungan hukum represif dalam
sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

3. Prinsip Kepastian Hukum

Selain perlindungan hukum, prinsip kepastian hukum juga merupakan
prinsip penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin bahwa
hukum dapat memberikan kejelasan dan ketertiban dalam masyarakat.
Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dapat memberikan aturan yang
jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga masyarakat mengetahui hak dan
kewajiban mereka.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari
tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum

menuntut agar hukum disusun secara jelas serta diterapkan secara konsisten

3¢ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2005), him. 160.
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oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat
dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut hukum.?’

Dalam konteks hubungan kerja, kepastian hukum menjadi sangat
penting karena menyangkut status pekerjaan dan keberlanjutan hubungan kerja
antara pekerja dan pengusaha. Ketidakjelasan mengenai status hubungan kerja
dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja, terutama bagi pekerja yang
bekerja dengan sistem kontrak.

Oleh karena itu, peraturan mengenai PKWT memberikan batasan yang
jelas mengenai jangka waktu kontrak kerja, jenis pekerjaan yang dapat
menggunakan sistem kontrak, serta hak-hak pekerja setelah hubungan kerja
berakhir. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum
bagi pekerja sehingga mereka tidak terus-menerus berada dalam status kontrak
tanpa kepastian masa depan kerja. Kepastian hukum juga sangat penting dalam
proses penegakan hukum oleh pengadilan. Dalam memutus suatu perkara
ketenagakerjaan, hakim harus mempertimbangkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar putusan yang dihasilkan dapat
memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

4. Prinsip Keadilan dalam Hubungan Industrial
Selain kepastian hukum, prinsip keadilan juga menjadi salah satu

prinsip yang sangat penting dalam hubungan industrial. Keadilan dalam

37 Gustav Radbruch, “Il. Legal Philosophy,” in The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin
(Harvard University Press, 1950), 43-224.
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hubungan kerja berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja
dan pengusaha. Hubungan kerja yang adil tidak hanya menguntungkan salah
satu pihak, tetapi harus mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak
secara proporsional.

Menurut Aristoteles, keadilan dapat dibedakan menjadi dua bentuk,
yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan
dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional dalam masyarakat,
sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan upaya untuk memperbaiki
ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan hukum.3®

Dalam hubungan industrial, keadilan distributif dapat dilihat dari
adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sementara itu,
keadilan korektif dapat dilihat dari mekanisme penyelesaian sengketa
hubungan industrial yang memberikan kesempatan kepada pekerja untuk
memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum apabila terjadi pelanggaran
oleh pengusaha.

Penerapan prinsip keadilan dalam hubungan kerja juga tercermin dalam
berbagai kebijakan perlindungan pekerja, seperti pengaturan mengenai upah
minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta perlindungan terhadap pekerja

kontrak melalui ketentuan PKWT. Dengan adanya pengaturan tersebut,

38 Aristoteles, Nicomachean Ethics (Terjemahan, 1999), hlm. 112.
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diharapkan hubungan kerja dapat berjalan secara harmonis dan seimbang antara
pekerja dan pengusaha.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip keadilan menjadi salah satu dasar
penting dalam menilai putusan Mahkamah Agung terkait status pekerja PK WT.
Analisis terhadap putusan tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek
kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah
mencerminkan keadilan bagi pekerja yang terlibat dalam sengketa hubungan

industrial.

D. Teori Kemaslahatan dalam Perspektif Hukum Islam
1. Pengertian Maslahat

Dalam kajian hukum Islam, konsep kemaslahatan merupakan salah satu
prinsip penting yang digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau
keputusan hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara etimologis,
kata maslahat berasal dari bahasa Arab al-maslahah yang berarti kebaikan,
manfaat, atau sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Dalam
terminologi hukum Islam, maslahat diartikan sebagai segala sesuatu yang
membawa kebaikan serta mencegah terjadinya kerusakan atau kemudaratan

dalam kehidupan manusia.*

39 Wahbah Az-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1020.
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Menurut Al-Ghazali, maslahat adalah segala sesuatu yang bertujuan
untuk menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut dikenal sebagai tujuan utama
syariat yang harus dilindungi dalam setiap penerapan hukum. Apabila suatu
kebijakan atau tindakan mampu menjaga lima unsur tersebut, maka kebijakan
tersebut dapat dikatakan mengandung maslahat.*°

Konsep maslahat menjadi sangat penting dalam pengembangan hukum
Islam karena tidak semua persoalan kehidupan manusia secara langsung diatur
secara rinci dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, para ulama
menggunakan pendekatan maslahat untuk menentukan hukum terhadap
berbagai persoalan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks hubungan kerja, konsep maslahat dapat digunakan
untuk menilai apakah suatu kebijakan atau keputusan hukum telah memberikan
manfaat yang adil bagi para pihak yang terlibat, baik pekerja maupun
pengusaha. Dengan demikian, penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada
kepastian norma, tetapi juga pada kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.

2. Konsep Magashid Syariah

Konsep kemaslahatan dalam hukum Islam sangat berkaitan erat dengan

teori maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat

Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Secara umum, maqashid syariah

40 Abu Hamid Al-Ghazali, 4l-Mustashfa min "llm al-Ushul (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm.
286.
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bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi
manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Imam Al-Syatibi, maqashid syariah merupakan tujuan utama
dari ditetapkannya hukum-hukum syariat, yaitu untuk menjaga dan melindungi
kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut meliputi
perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal
dengan istilah al-dharuriyyat al-khams, yaitu perlindungan terhadap agama
(hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan
harta (hifz al-mal).*!

Dalam konteks hubungan kerja, perlindungan terhadap harta (4ifz al-
mal) menjadi salah satu aspek yang sangat relevan. Pekerjaan merupakan
sarana utama bagi seseorang untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi
kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian yang
besar terhadap keadilan dalam hubungan kerja serta perlindungan terhadap hak-
hak pekerja.

Selain itu, perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) juga berkaitan
dengan jaminan terhadap kondisi kerja yang aman dan layak bagi pekerja.
Dengan demikian, penerapan hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja
harus mampu menjamin kesejahteraan pekerja serta mencegah terjadinya

praktik yang merugikan pekerja.

41 Abu Ishaq Al-Syatibi, AI-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), hlm. 8.
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3. Keadilan dan Keseimbangan dalam Hubungan Kerja

Prinsip keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam hukum Islam
yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam
hubungan kerja. Islam mengajarkan bahwa hubungan antara pekerja dan
pemberi kerja harus didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan saling
menghormati hak masing-masing pihak.

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia diperintahkan untuk
menegakkan keadilan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai fundamental yang
harus menjadi dasar dalam setiap hubungan sosial, termasuk hubungan kerja
antara pekerja dan pengusaha.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, hubungan kerja dalam Islam harus
dilandasi oleh prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengusaha
berkewajiban memberikan upah yang layak serta memperlakukan pekerja
secara adil, sementara pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaannya
dengan penuh tanggung jawab. Apabila kedua pihak menjalankan
kewajibannya secara seimbang, maka hubungan kerja akan berjalan secara
harmonis dan saling menguntungkan.*?

Prinsip keadilan dalam hubungan kerja juga tercermin dalam berbagai

ajaran Islam yang menekankan pentingnya memberikan hak pekerja secara

42 Yusuf Al-Qaradawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (Jakarta: Rabbani Press,
1997), him. 154.
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tepat waktu dan tidak menunda-nunda pembayaran upah. Hal ini menunjukkan
bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap pekerja serta
mendorong terciptanya hubungan kerja yang adil dan manusiawi.

Dengan demikian, konsep keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan
dengan aspek moral, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-
hak ekonomi pekerja. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai apakah
suatu kebijakan atau keputusan hukum telah memberikan perlindungan yang
memadai bagi pekerja.

. Relevansi Teori Kemaslahatan terhadap Perlindungan Pekerja

Konsep kemaslahatan memiliki relevansi yang sangat kuat dalam
menilai perlindungan hukum terhadap pekerja, khususnya dalam hubungan
kerja yang menggunakan sistem kontrak seperti Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT). Sistem kontrak kerja pada dasarnya memberikan
fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengatur tenaga kerja, namun apabila tidak
diatur dengan baik, sistem ini dapat berpotensi merugikan pekerja.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam praktik hubungan
kerja adalah penggunaan sistem PKWT secara berulang-ulang sehingga pekerja
terus berada dalam status kontrak tanpa kepastian masa depan kerja. Praktik
semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja karena
mereka tidak memperoleh hak-hak yang biasanya diberikan kepada pekerja

tetap.
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Dalam perspektif kemaslahatan, praktik penggunaan kontrak kerja yang
tidak memberikan kepastian kepada pekerja dapat dianggap tidak sejalan
dengan tujuan syariat yang menghendaki terciptanya keadilan dan
kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur batasan
penggunaan PKWT, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021,
memiliki peran penting dalam melindungi pekerja dari praktik penyalahgunaan
kontrak kerja.

Selain itu, konsep kemaslahatan juga dapat digunakan sebagai
pendekatan analisis dalam menilai putusan pengadilan yang berkaitan dengan
sengketa hubungan industrial. Putusan hakim tidak hanya dinilai dari aspek
kesesuaian dengan norma hukum positif, tetapi juga dapat dilihat dari sejauh
mana putusan tersebut memberikan manfaat dan keadilan bagi para pihak yang
bersengketa.

Dalam penelitian ini, teori kemaslahatan digunakan sebagai salah satu
kerangka analisis untuk menilai Putusan Mahkamah Agung Nomor 23
K/Pdt.Sus-PHI/2025. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah putusan
tersebut telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, khususnya dalam
memberikan perlindungan terhadap pekerja PKWT yang masa kerjanya
berpotensi melebihi batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan. Dengan menggunakan pendekatan kemaslahatan, penelitian ini tidak

hanya menilai putusan dari aspek kepastian hukum semata, tetapi juga dari
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aspek keadilan dan kemanfaatan bagi pekerja sebagai pihak yang secara

struktural berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungan kerja.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan MA Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI1/2025

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025 merupakan
perkara perselisihan hubungan industrial yang sebelumnya diperiksa dan diputus
oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan
Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn. Perkara ini melibatkan Suwandi yang
telah bekerja selama 12 tahun, Ramadhan yang telah bekerja selama 5 tahun, dan
Frendy Pradana yang telah bekerja selama 5 tahun, sebagai Para Penggugat
melawan pihak perusahaan sebagai Para Tergugat.

Hubungan kerja antara Para Penggugat dan Para Tergugat didasarkan pada
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam gugatannya, Para Penggugat
mendalilkan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan bersifat tetap dan terus-
menerus, sehingga menurut mereka hubungan kerja tersebut seharusnya dipandang
sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Oleh karena itu, Para
Penggugat menuntut agar hubungan kerja dinyatakan sebagai PKWTT serta
meminta pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan sebagaimana pekerja tetap.

Perselisihan hubungan industrial timbul ketika hubungan kerja berakhir dan

Para Penggugat menilai bahwa pengakhiran hubungan kerja tersebut dilakukan

52
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tanpa pemenuhan hak-hak normatif pekerja.*’ Para Penggugat berpendapat bahwa
tindakan Para Tergugat menimbulkan kerugian hukum dan tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.4

Perkara tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam petitumnya, Para Penggugat memohon agar
gugatan dikabulkan, hubungan kerja dinyatakan sebagai PKWTT, dan Para
Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak yang dituntut. Sebaliknya, Para
Tergugat dalam jawaban dan eksepsinya menyatakan bahwa hubungan kerja Para
Penggugat adalah PKWT yang sah, serta berakhirnya hubungan kerja telah sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadilan Hubungan Industrial melalui Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-
PHI/2022/PN Mdn tanggal 5 Januari 2023 pada pokoknya menolak gugatan Para
Penggugat untuk seluruhnya. Majelis Hakim PHI berpendapat bahwa dalil-dalil
Para Penggugat tidak cukup terbukti dan hubungan kerja para pihak tidak
menimbulkan kewajiban hukum sebagaimana yang dituntut dalam gugatan.

Tidak menerima putusan tersebut, Para Penggugat mengajukan

permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam alasan

4 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, edisi revisi (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2019), 144.

4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
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kasasinya, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya menyatakan bahwa Judex Facti
telah keliru dalam menerapkan hukum serta tidak memberikan perlindungan
hukum yang semestinya kepada pekerja, khususnya terkait status hubungan kerja
dan akibat hukumnya.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025
mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan
PHI PN Medan. Mahkamah Agung kemudian mengadili sendiri perkara tersebut.
Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa hubungan kerja
antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT). Mahkamah Agung juga menghukum Tergugat II untuk membayar uang
kompensasi PKWT kepada masing-masing Penggugat sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, serta menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan
Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025, majelis hakim menegaskan bahwa hubungan kerja
antara para pihak merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang
berakhir karena jangka waktu perjanjian telah habis. Dalam pertimbangannya,
Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan kerja para pihak
didasarkan pada perjanjian kerja tertulis yang memenuhi unsur PKWT dan
berakhirnya hubungan kerja tersebut merupakan konsekuensi dari berakhirnya

jangka waktu yang telah diperjanjikan.
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Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:
“hubungan kerja antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah hubungan
kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang berakhir karena
jangka waktu perjanjian kerja telah habis, sehingga kepada para Penggugat berhak
atas uang kompensasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021.”
Selain itu, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa:
“pemutusan hubungan kerja yang terjadi merupakan berakhirnya hubungan kerja
karena jangka waktu perjanjian kerja telah selesai sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja.”

Selain itu, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa berakhirnya
hubungan kerja tersebut merupakan bentuk pemutusan hubungan kerja karena
berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 154A
ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Oleh
karena itu, Mahkamah Agung hanya memberikan perlindungan hukum kepada para
pekerja dalam bentuk uang kompensasi PKWT sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Namun demikian, penentuan status PKWT tidak hanya bergantung pada
aspek formal berupa keberadaan perjanjian tertulis dan jangka waktu tertentu,
melainkan juga harus memenuhi syarat material sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Pasal tersebut secara limitatif membatasi jenis

dan sifat pekerjaan yang dapat dijadikan dasar PKWT, serta memberikan
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konsekuensi hukum berupa perubahan status menjadi PKWTT apabila ketentuan
tersebut dilanggar.*

Oleh karena itu, untuk menilai apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor
23 K/Pdt.Sus-PHI/2025 telah sejalan dengan tujuan perlindungan hukum
sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, diperlukan analisis
lebih lanjut terhadap penerapan norma tersebut dalam putusan a quo. Analisis ini
akan difokuskan pada kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan pembatasan

substantif PKWT sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025
Berdasarkan Ketentuan Jangka Waktu PKWT dalam PP Nomor 35 Tahun
2021

Dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, hubungan kerja antara
pekerja dan pengusaha pada dasarnya dapat dibentuk melalui dua jenis perjanjian
kerja, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (PKWTT). PKWT merupakan hubungan kerja yang dibatasi oleh
jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.
Pengaturan mengenai PKWT dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi

dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang bersifat sementara,

4 Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, hlm. 78-80.
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namun di sisi lain tetap harus menjamin adanya perlindungan hukum bagi pekerja
agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan kontrak kerja yang merugikan
pekerja.*

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah memberikan berbagai
pembatasan terhadap penggunaan PKWT, baik yang berkaitan dengan jenis
pekerjaan maupun jangka waktu hubungan kerja tersebut. Pembatasan ini
merupakan bentuk perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah
praktik penggunaan kontrak kerja secara terus-menerus terhadap pekerjaan yang
pada hakikatnya bersifat tetap.

Pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam
hukum ketenagakerjaan Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan
perubahan regulasi ketenagakerjaan. Pada awalnya, ketentuan mengenai PKWT
diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya mengatur bahwa PKWT hanya dapat dibuat
untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai
dalam waktu tertentu, serta tidak dapat digunakan untuk pekerjaan yang bersifat
tetap. Selanjutnya, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ketentuan mengenai PKWT mengalami

perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pengaturan mengenai

4 Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, him. 63.
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PKWT tetap merujuk pada ketentuan dalam Pasal 59 yang telah diubah, yang
memberikan fleksibilitas lebih dalam pengaturan hubungan kerja kontrak.
Pengaturan lebih lanjut mengenai PKWT kemudian diatur secara rinci dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, khususnya dalam Pasal 5 sampai
dengan Pasal 15, yang mengatur mengenai jenis pekerjaan yang dapat
menggunakan PKWT, jangka waktu dan batas maksimal kontrak kerja,
perpanjangan dan pembaruan PKWT, serta hak pekerja berupa uang kompensasi
setelah berakhirnya hubungan kerja. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi
landasan penting dalam menentukan bagaimana hubungan kerja kontrak
dilaksanakan, sekaligus sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pekerja agar
tidak terjadi penyalahgunaan sistem PKWT dalam praktik hubungan industrial.
Salah satu aspek penting dalam pengaturan PKWT adalah ketentuan
mengenai jangka waktu hubungan kerja. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 ditegaskan bahwa PKWT yang didasarkan pada jangka
waktu dapat dibuat paling lama selama lima tahun.*’ Ketentuan ini memberikan
batasan yang jelas bahwa hubungan kerja berdasarkan kontrak tidak dapat
dilakukan tanpa batas waktu yang pasti. Pembatasan tersebut bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum bagi pekerja serta mencegah praktik penggunaan
kontrak kerja yang berkepanjangan tanpa memberikan kepastian status hubungan

kerja yang tetap.Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 juga

47 “Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” 2023.
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mengatur mengenai perpanjangan dan pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021.

Dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a dibuat paling lama 5 (lima) tahun.”

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (2) ditegaskan bahwa:

“Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan
belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan ketentuan jangka
waktu keseluruhan PKWT tidak lebih dari 5 (lima) tahun.”

Adapun mengenai pembaruan PKWT, diatur dalam Pasal 9, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa PKWT dapat diperbarui setelah berakhirnya jangka waktu
PKWT sebelumnya dengan syarat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perpanjangan maupun pembaruan PKWT
tetap harus memperhatikan batas maksimal jangka waktu yang telah ditentukan.
Apabila hubungan kerja kontrak dilakukan secara terus-menerus tanpa
memperhatikan batas waktu tersebut, maka kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan ketidakpastian status bagi pekerja serta membuka peluang terjadinya
praktik penyalahgunaan hubungan kerja kontrak oleh pengusaha.

Dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan

Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025, hubungan kerja antara para pekerja dengan pihak

perusahaan didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Para
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pekerja dalam perkara tersebut mengajukan gugatan dengan alasan bahwa
hubungan kerja yang mereka jalani pada kenyataannya memiliki karakteristik
pekerjaan yang bersifat tetap, sehingga menurut mereka hubungan kerja tersebut
seharusnya dipandang sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Para pekerja juga berpendapat bahwa pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan
oleh perusahaan tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap
hak-hak mereka sebagai pekerja.

Permasalahan hukum yang kemudian muncul dalam perkara ini berkaitan
dengan bagaimana pengadilan menilai status hubungan kerja antara para pihak
serta bagaimana penerapan ketentuan hukum ketenagakerjaan terhadap hubungan
kerja tersebut. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan
dalam putusannya menyatakan bahwa dalil para penggugat tidak terbukti secara
hukum sehingga gugatan para pekerja ditolak seluruhnya. Putusan tersebut
kemudian diajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena para pekerja menilai bahwa
pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara tepat status hubungan
kerja yang mereka jalani.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025
kemudian membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Medan dan mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam amar putusannya,
Mahkamah Agung tetap menyatakan bahwa hubungan kerja antara para pekerja

dan perusahaan merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga
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permohonan para pekerja untuk mengubah status hubungan kerja menjadi PKWTT

tidak dikabulkan.

Tabel 3. 1 Analisis Perbandingan Pengadilan Hubungan Industrial, Putusan
Hakim dan Analisis Penulis

No Aspek Putusan PHI Putusan Analisis Penulis
Analisis PN Medan Mahkamah
Agung

1 Status Menyatakan Menyatakan Berdasarkan Pasal 5 PP
Hubungan hubungan hubungan kerja | Nomor 35 Tahun 2021,
Kerja kerja sebagai | sebagai PKWT | PKWT  hanya  dapat

PKWT dan | dan digunakan untuk

menolak membatalkan | pekerjaan tertentu yang

gugatan putusan  PHI | bersifat sementara.

pekerja sebagian Apabila pekerjaan
dilakukan secara terus-
menerus, maka seharusnya
dikualifikasikan  sebagai
PKWTT.

2 | Jangka Tidak Tidak Berdasarkan Pasal 8 PP
Waktu dianalisis mempertimban | Nomor 35 Tahun 2021,
PKWT secara gkan secara | PKWT berdasarkan

mendalam spesifik jangka waktu paling lama
terkait lamanya masa |5 (lima) tahun. Dalam
lamanya masa | kerja  dalam | perkara ini, pekerja telah
kerja pekerja | menentukan bekerja lebih dari batas
status tersebut, sehingga secara
hubungan kerja | normatif penggunaan
PKWT  tidak  sesuai
dengan ketentuan dan
berpotensi berubah

menjadi PKWTT.

3 Sifat Tidak menguji | Tidak Berdasarkan Pasal 5 PP
Pekerjaan apakah mempertimban | Nomor 35 Tahun 2021,

pekerjaan gkan  secara | PKWT tidak dapat
bersifat tetap | mendalam sifat | digunakan untuk
atau sementara | pekerjaan para | pekerjaan yang bersifat
pekerja tetap. Apabila pekerjaan

dilakukan secara terus-
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menerus dan  menjadi
bagian dari kegiatan utama
perusahaan, maka secara
hukum seharusnya
dikualifikasikan  sebagai
pekerjaan tetap (PKWTT).

Hak Pekerja | Tidak Menghukum Berdasarkan Pasal 15 ayat
(Kompensasi) | memberikan pengusaha (1) PP Nomor 35 Tahun
kompensasi untuk 2021, pengusaha wajib

kepada pekerja | membayar memberikan uang

uang kompensasi kepada

kompensasi pekerja PKWT  yang

PKWT hubungan kerjanya

berakhir. Oleh karena itu,
pemberian ~ kompensasi
oleh Mahkamah Agung
telah  sesuai  dengan

ketentuan hukum yang
berlaku.

Berdasarkan Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan
pendekatan antara putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Mahkamah
Agung, dan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan.
Mahkamah Agung dalam putusannya cenderung menitikberatkan pada aspek
formal hubungan kerja, yaitu keberadaan perjanjian kerja dan berakhirnya
jangka waktu kontrak, tanpa melakukan pengujian yang mendalam terhadap
aspek material, khususnya terkait sifat pekerjaan dan lamanya hubungan kerja
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2021. Sementara itu, berdasarkan ketentuan normatif, penggunaan
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PKWT harus dibatasi secara ketat agar tidak digunakan untuk pekerjaan yang

bersifat tetap serta tidak melampaui jangka waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian, meskipun putusan Mahkamah Agung telah
memberikan perlindungan hukum kepada pekerja melalui pemberian uang
kompensasi sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2021, namun secara substansi putusan tersebut belum sepenuhnya
mencerminkan tujuan pengaturan PKWT, yaitu untuk mencegah
penyalahgunaan hubungan kerja kontrak. Oleh karena itu, diperlukan
pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai status hubungan kerja
dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek formal, tetapi juga aspek
material, sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja dapat terwujud secara

lebih optimal serta sejalan dengan tujuan keadilan dalam hubungan industrial.

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025 dalam
Perspektif Prinsip Kemaslahatan
Dalam kajian hukum Islam, konsep kemaslahatan merupakan salah satu
prinsip penting yang digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan, tindakan,
maupun putusan hukum memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru
menimbulkan kerugian. Prinsip kemaslahatan berkaitan erat dengan tujuan utama
syariat Islam yang dikenal sebagai maqgashid syariah, yaitu upaya untuk menjaga

dan melindungi berbagai kepentingan dasar manusia seperti agama, jiwa, akal,
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keturunan, dan harta. Oleh karena itu, suatu ketentuan hukum atau putusan
pengadilan dapat dinilai baik apabila mampu memberikan manfaat, keadilan, dan
perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.*3

Dalam kajian hukum Islam, prinsip kemaslahatan juga didukung oleh berbagai
kaidah figh yang menjadi dasar dalam penetapan hukum. Salah satu kaidah yang

relevan adalah:

‘o o P L i g < . }.w/ 2
“asdady bos e Je Gy DS

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan ™.

Selain itu, terdapat pula kaidah figh yang menyatakan:

13 P . 1. sy AT L)
CJ/L.A_‘J\ g/,.l}- L;"C f.u,e .:\..:-:LAA.S\ iJJ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.
Kaidah-kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan maupun putusan
hukum, termasuk putusan pengadilan, harus mengutamakan terciptanya
kemaslahatan serta mencegah timbulnya kerugian, khususnya bagi pihak yang
berada dalam posisi yang lebih lemah.

Selain kaidah figh, prinsip keadilan dan keseimbangan juga ditegaskan dalam Al-

Qur’an. Dalam Surat An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

£, o 2ot oo [T - Z Y o7 T < g2 o 2 H L@
Jaaly 15288 &1 o s aiaSs 8 T 1) eV 35 8 Sk d &)

8 Az-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami, him. 1017.
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah

kamu menetapkan dengan adil...”

Selanjutnya dalm Surat Al-Maidah ayat 8 juga ditegaskan:

G A 5 i)

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...”

Dalam konteks hubungan kerja, prinsip kemaslahatan dapat digunakan
sebagai pendekatan analisis untuk menilai apakah suatu putusan pengadilan telah
memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan pekerja dan
kepentingan pengusaha. Hubungan kerja pada dasarnya merupakan hubungan
hukum yang tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang. Dalam banyak kasus,
pekerja berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha
karena keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi maupun kekuasaan
dalam menentukan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum
terhadap pekerja menjadi sangat penting agar hubungan kerja dapat berlangsung
secara adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.*

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025 merupakan

salah satu contoh perkara perselisihan hubungan industrial yang dapat dianalisis

4 Rahardjo, IlImu hukum, him 53.
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menggunakan pendekatan prinsip kemaslahatan. Dalam perkara tersebut, para
pekerja mengajukan gugatan karena merasa bahwa hubungan kerja yang mereka
jalani seharusnya dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT), mengingat pekerjaan yang mereka lakukan dinilai bersifat tetap dan
berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Para pekerja juga menilai
bahwa pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan tidak
memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak mereka sebagai
pekerja.>’

Mahkamah Agung dalam putusannya tetap menyatakan bahwa hubungan
kerja antara para pekerja dan perusahaan merupakan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT). Dengan demikian, permohonan para pekerja untuk mengubah
status hubungan kerja menjadi PKWTT tidak dikabulkan oleh majelis hakim.
Namun demikian, Mahkamah Agung tetap memberikan perlindungan hukum
tertentu kepada para pekerja dengan memerintahkan perusahaan untuk membayar
uang kompensasi atas berakhirnya hubungan kerja tersebut sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.%!

Apabila dianalisis dari perspektif prinsip kemaslahatan, putusan Mahkamah
Agung tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan

antara kepentingan pekerja dan kepentingan pengusaha. Di satu sisi, Mahkamah

50 Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025,”
2025.
51 “Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.”
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Agung tidak serta-merta mengubah status hubungan kerja menjadi PKWTT karena
secara formal hubungan kerja tersebut memang didasarkan pada perjanjian kerja
waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim tetap
mempertimbangkan aspek kepastian hukum dalam hubungan kerja yang telah
disepakati oleh para pihak.>

Di sisi lain, Mahkamah Agung juga tidak sepenuhnya mengabaikan
kepentingan pekerja. Dengan memerintahkan perusahaan untuk memberikan uang
kompensasi kepada para pekerja, Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pekerja
tetap memiliki hak atas perlindungan hukum meskipun hubungan kerja yang
mereka jalani merupakan hubungan kerja kontrak. Ketentuan mengenai
kompensasi tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang
diberikan oleh negara kepada pekerja PKWT agar mereka tidak sepenuhnya
dirugikan ketika hubungan kerja berakhir.>

Dari sudut pandang kemaslahatan, pemberian kompensasi kepada pekerja
dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan ekonomi
pekerja. Dalam konsep magqashid syariah, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal)
merupakan salah satu tujuan utama dari hukum. Dengan adanya kewajiban
pemberian kompensasi kepada pekerja kontrak, negara berupaya memastikan

bahwa pekerja tetap memperoleh manfaat ekonomi dari hubungan kerja yang telah

52 Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hlm 72.
53 Rejeki, Suriaatmaja, dan Yanto, “Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment
Agreements (PKWT) Based on a Review of the Job Creation Regulation.”
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mereka jalani. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang
menekankan pentingnya memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, putusan tersebut juga dapat
menimbulkan beberapa pertanyaan dari perspektif kemaslahatan. Salah satu
pertanyaan yang dapat diajukan adalah apakah dengan tetap mempertahankan
status hubungan kerja sebagai PKWT, putusan tersebut benar-benar memberikan
perlindungan yang optimal bagi pekerja. Dalam praktik hubungan industrial, tidak
jarang perusahaan menggunakan sistem kontrak secara berulang untuk
menghindari kewajiban memberikan status pekerja tetap kepada pekerja yang
sebenarnya telah bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Praktik semacam
ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian status bagi pekerja serta mengurangi
jaminan perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh.>*

Apabila hubungan kerja kontrak digunakan secara terus-menerus tanpa
batas yang jelas, maka kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya
eksploitasi terhadap pekerja. Dalam perspektif kemaslahatan, praktik yang
berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah dalam hubungan hukum seharusnya
dihindari karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Oleh

karena itu, pengaturan mengenai batasan jangka waktu PKWT dalam Peraturan

54 Moh. Nabil Jibran, Nuridin, dan Kus Rizkianto, “Perlindungan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dilihat
Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.”
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Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memiliki peranan yang sangat penting dalam
mencegah terjadinya penyalahgunaan hubungan kerja kontrak.>

Dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung ini, pemberian
kompensasi kepada pekerja dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan minimal
yang diberikan oleh hukum kepada pekerja kontrak. Namun demikian, dari
perspektif kemaslahatan, perlindungan hukum terhadap pekerja seharusnya tidak
hanya berhenti pada pemberian kompensasi semata, tetapi juga harus
mempertimbangkan apakah hubungan kerja yang terjadi telah memberikan
kepastian status dan keadilan bagi pekerja. Dengan kata lain, analisis kemaslahatan
tidak hanya melihat aspek formal dari hubungan kerja, tetapi juga menilai dampak
nyata yang ditimbulkan oleh hubungan kerja tersebut terhadap kesejahteraan
pekerja.®

Selain itu, prinsip kemaslahatan juga menekankan pentingnya
keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kepentingan pengusaha. Dalam
dunia usaha, perusahaan tentu membutuhkan fleksibilitas dalam mengatur tenaga
kerja agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan
produksi. Oleh karena itu, keberadaan sistem PKWT sebenarnya memiliki tujuan
untuk memberikan fleksibilitas tersebut. Namun fleksibilitas yang diberikan

kepada pengusaha tidak boleh menghilangkan perlindungan hukum bagi pekerja.

55 Pemerintah Republik Indonesia, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
56 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta: Amzah, 2013), him 55.
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Hubungan kerja yang adil seharusnya mampu menciptakan keseimbangan antara
kebutuhan perusahaan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Dengan demikian, apabila dianalisis secara keseluruhan, Putusan
Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025 dapat dipandang telah
memberikan perlindungan hukum tertentu kepada pekerja melalui pemberian
kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dari
perspektif prinsip kemaslahatan, putusan tersebut juga menunjukkan bahwa
perlindungan hukum bagi pekerja PKWT masih memerlukan perhatian lebih lanjut,
terutama dalam memastikan bahwa sistem kontrak kerja tidak digunakan secara
berlebihan sehingga merugikan pekerja. Oleh karena itu, pengaturan mengenai
jangka waktu PKWT serta pengawasan terhadap penerapannya menjadi sangat
penting untuk menjamin terciptanya hubungan kerja yang adil, seimbang, dan

memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025 yang telah dianalisis berdasarkan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta ditinjau dari perspektif prinsip
kemaslahatan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, terkait dengan kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23
K/Pdt.Sus-PHI/2025 dengan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa
secara formal putusan tersebut telah sesuai karena didasarkan pada adanya
perjanjian kerja tertulis dan berakhirnya jangka waktu kontrak. Namun demikian,
secara normatif putusan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, khususnya dalam Pasal 5 dan Pasal
8, karena tidak mempertimbangkan secara komprehensif aspek material berupa
sifat pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus serta lamanya hubungan kerja
yang melebihi batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, penggunaan PKWT
dalam perkara tersebut secara normatif berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

71
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Kedua, apabila ditinjau dari perspektif prinsip kemaslahatan, Putusan
Mahkamah Agung Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025 telah memberikan perlindungan
hukum kepada pekerja dalam bentuk pemberian uang kompensasi sebagaimana
diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga
mencerminkan adanya upaya pemenuhan kemaslahatan dalam aspek perlindungan
ekonomi pekerja (hifz al-mal). Namun demikian, putusan tersebut belum
sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan secara optimal karena masih menyisakan
potensi ketidakadilan dalam bentuk ketidakpastian status hubungan kerja akibat
tidak dikajinya secara mendalam aspek material pekerjaan. Oleh karena itu, dari
perspektif kemaslahatan, putusan tersebut baru memenuhi kemaslahatan parsial
dan belum mencapai kemaslahatan yang bersifat menyeluruh dalam mewujudkan

keadilan dan keseimbangan dalam hubungan industrial.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum
ketenagakerjaan serta perlindungan terhadap pekerja dengan status PKWT.
Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan diharapkan
dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu dalam praktik hubungan kerja. Pengawasan tersebut penting untuk

memastikan bahwa penggunaan PKWT benar-benar sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan, baik dari segi jangka waktu maupun sifat
pekerjaan yang diperjanjikan. Selain itu, sosialisasi mengenai ketentuan PKWT
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 juga perlu terus dilakukan agar
pengusaha maupun pekerja memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak
dan kewajiban masing-masing dalam hubungan kerja.

Bagi pengusaha, dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kerja
dengan pekerja sebaiknya memperhatikan secara cermat ketentuan hukum yang
berlaku agar tidak menimbulkan perselisihan hubungan industrial di kemudian hari.
Penggunaan sistem PKWT hendaknya tidak dijadikan sebagai sarana untuk
menghindari kewajiban pemberian hak-hak pekerja sebagaimana yang seharusnya
diberikan kepada pekerja tetap. Dengan menerapkan perjanjian kerja yang sesuai
dengan ketentuan hukum, hubungan kerja yang adil dan harmonis antara pengusaha
dan pekerja dapat tercipta.

Bagi pekerja, diharapkan untuk lebih memahami ketentuan hukum yang
mengatur mengenai hubungan kerja, khususnya terkait dengan perjanjian kerja
waktu tertentu. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam hubungan kerja
sangat penting agar pekerja dapat memperjuangkan hak-haknya secara tepat
apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum ketenagakerjaan. Selain itu,
pekerja juga diharapkan dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian
perselisihan hubungan industrial secara efektif apabila terjadi sengketa dengan

pengusaha.
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Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena
hanya berfokus pada analisis terhadap satu putusan Mahkamah Agung yang
berkaitan dengan status pekerja PKWT. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya
diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih luas dengan menganalisis lebih
banyak putusan pengadilan atau mengkaji praktik penerapan PKWT di berbagai
sektor industri. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih
komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja dengan

status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia.
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tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SUWANDI, bertempat tinggal di Jalan Pancing V, Gang
Al Hidayah, Lingkungan Ill, Kelurahan Besar, Kecamatan
Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

2. RAMADHAN, bertempat tinggal di Jalan Rawe I,
Lingkungan XIll, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan
Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

3. FRENDY PRADANA, bertempat tinggal di Jalan Rumah
Potong Hewan, Lingkungan Ill, Kelurahan Mabar Hilir,
Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara,
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy
Albertinus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat
pada Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat
(BBHAR) DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara,
beralamat di Jalan Jamin Ginting, Km. 11, Nomor 86,
Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan
Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari
2023;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. PT BUKIT INTAN ABADI, berkedudukan di Jalan Pulau
Nias, Nomor 63, Paya Rumput KIM I, Kelurahan Titi
Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, diwakili
oleh Henry Jap selaku Direktur Utama, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Halimi Suhairi, Personalia PT
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Bukit Intan Abadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 April 2023;
2. PT KARTIKA MANDIRI PERSADA, berkedudukan di
Jalan Platina Il Dalam, Lingkungan XIll, Kelurahan Titi
Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, diwakili
oleh Ainiyah selaku Direktur Utama, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Supranoto, S.H., Advokat pada
Kantor Hukum Supranoto, S.H., & Rekan, beralamat di
Jalan Mangaan |V, Lingkungan XVIII, Mabar, Kecamatan
Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023,
Para Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan
sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Il untuk memberikan/membayarkan hak-hak Para
Penggugat berdasarkan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 169 ayat (1)
huruf ¢ dan d dan ayat (2) dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah Rl Nomor 35 Tahun
2021, Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3), kepada Penggugat Suwandi sebesar
Rp61.860.740,00 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu
tujuh ratus empat puluh rupiah), Penggugat Ramadhan sebesar
Rp38.884.658,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh
empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dan Penggugat Frendy
Pradana sebesar Rp38.884.658,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus
delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dengan
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rincian sebagai berikut:

Penggugat Suwandi:

Uang Pesangon: 9 x Rp3.329.867,00 = Rp29.968.803,00

Uang Penghargaan Masa Kerja: 5 x Rp3.329.867,00 = Rp16.649.335,00
= Rp46.618.138,00

— Uang Penggantian Hak 15% = Rp6.992.720,00
— Kekurangan Upah Tahun 2020:

12 x (Rp3.222.556,00 - Rp2.800.000,00) = Rp5.070.680,00
— Kekurangan Upah Tahun 2021

6 x (Rp3.329.867,00 - Rp2.800.000,00) =Rp3.179.202,00

Total = Rp61.860.740,00
Penggugat Ramadhan:
— Uang Pesangon: 6 x Rp3.329.867,00 =Rp19.979.202,00
— Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp3.329.867,00 = Rp6.659.734,00

= Rp26.638.936,00

— Uang Penggantian Hak 15% = Rp3.995.840,00
— Kekurangan Upah Tahun 2020:

12 x (Rp3.222.556,00 - Rp2.800.000,00) = Rp5.070.680,00
— Kekurangan Upah Tahun 2021

6 x (Rp3.329.867,00 - Rp2.800.000,00) =Rp3.179.202,00

Total = Rp38.884.658,00
Penggugat Frendy Pradana:
— Uang Pesangon: 6 x Rp3.329.867,00 = Rp19.979.202,00
— Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp3.329.867,00 = Rp6.659.734,00

= Rp26.638.936,00

— Uang Penggantian Hak 15% = Rp3.995.840,00
— Kekurangan Upah Tahun 2020:

12 x (Rp3.222.556,00 - Rp2.800.000,00) = Rp5.070.680,00
— Kekurangan Upah Tahun 2021

6 x (Rp3.329.867,00 - Rp2.800.000,00) =Rp3.179.202,00

Total = Rp38.884.658,00

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)
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setiap harinya apabila Para Tergugat tidak menjalankan putusan yang
dijatuhkan oleh Majelis Hakim PHI sejak putusan dibacakan, tuntutan
uang paksa disebabkan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik, adapun
besarnya dwangsom adalah Upah Penggugat dibagi 26 hari kerja,
sehingga uang paksa atau dwangsom, setiap harinya adalah sebesar
Rp128.071,00 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah);

4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
kepada Negara;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat premateur;

2. Gugatan Penggugat cacat formil;

3. Gugatan Penggugat salah pihak (error in persona);
4. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Eksepsi Tergugat Il

1. Gugatan Penggugat premateur;

2. Gugatan Penggugat cacat formil;

3. Gugatan Penggugat tidak berkekuatan hukum;

4. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I
mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon
kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il
Konvensi tersebut untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melepaskan
haknya untuk melakukan tuntutan hukum secara sukarela;

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami

kerugian materiil dan immateriil akibat adanya gugatan Tergugat
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Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara a quo;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar
kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi sesuai
perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah);
b. Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan
Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 5 Januari 2023,
dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

— Menolak eksepsi Tergugat | dan Tergugat Il untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

— Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

— Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

— Membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara sebesar
Rp420.000,00,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa
Para Penggugat pada tanggal 5 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh
Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada
tanggal 16 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan
Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/2023/PHI  Mdn juncto Nomor
277/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
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Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut

diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Medan pada tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
tanggal 30 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang dimohonkan
kasasi tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Medan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 5 Januari
2023, tersebut;

3. Menghukum Termohon Kasasi Il untuk memberikan/membayarkan hak-
hak Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4), Pasal
169 ayat (1) huruf ¢ dan d dan ayat (2) dan Undang Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah Rl Nomor
35 Tahun 2021, Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3) masing-masing sebesar
Pemohon Kasasi Suwandi sebesar Rp61.860.740,00 (enam puluh satu
juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah),
Pemohon Kasasi Ramadhan sebesar Rp38.884.658,00 (tiga puluh
delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima
puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pemohon Kasasi Suwandi:

— Uang Pesangon: 9 x Rp3.329.867,00 = Rp29.968.803,00

— Uang Penghargaan Masa Kerja: 5 x Rp3.329.867,00 =Rp16.649.335,00
= Rp46.618.138,00

— Uang Penggantian Hak 15% =Rp6.992.720,00
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— Kekurangan Upah Tahun 2020:

12 x (Rp3.222.556,00 - Rp2.800.000,00) = Rp5.070.680,00
— Kekurangan Upah Tahun 2021

6 X (Rp3.329.867,00 - Rp2.800.000,00) =Rp3.179.202,00

Total = Rp61.860.740,00
Pemohon Kasasi Ramadhan:
— Uang Pesangon: 6 x Rp3.329.867,00 =Rp19.979.202,00
— Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp3.329.867,00 = Rp6.659.734,00

= Rp26.638.936,00

— Uang Penggantian Hak 15% = Rp3.995.840,00
— Kekurangan Upah Tahun 2020:

12 x (Rp3.222.556,00 - Rp2.800.000,00) = Rp5.070.680,00
— Kekurangan Upah Tahun 2021

6 x (Rp3.329.867,00 - Rp2.800.000,00) =Rp3.179.202,00

Total = Rp38.884.658,00
Pemohon Kasasi Frendy Pradana:
— Uang Pesangon: 6 x Rp3.329.867,00 =Rp19.979.202,00
— Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp3.329.867,00 =Rp6.659.734,00

= Rp26.638.936,00

— Uang Penggantian Hak 15% = Rp3.995.840,00
— Kekurangan Upah Tahun 2020:

12 x (Rp3.222.556,00 - Rp2.800.000,00) = Rp5.070.680,00
— Kekurangan Upah Tahun 2021

6 x (Rp3.329.867,00 - Rp2.800.000,00) =Rp3.179.202,00

Total = Rp38.884.658,00

4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk tunduk dan mentaati putusan
ini;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Negara;
Atau: Apabila Yang Mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon
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Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 14 April 2023 dan tanggal

17 April 2023, yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan

kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima
tanggal 30 Januari 2023 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14
April 2023 dan tanggal 17 April 2023, dihubungkan dengan pertimbangan
Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan
sebagai berikut:

— Bahwa berdasarkan Bukti T.lI-1 dan T.lI-4, status hubungan kerja antara
Penggugat | dengan Tergugat Il adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli
2021, dan Penggugat | mengundurkan diri pada tanggal 2 Agustus 2021;

— Bahwa berdasarkan Bukti T.1I-2 dan T.lI-5, status hubungan kerja antara
Penggugat Il dengan Tergugat Il adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) mulai tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 31 Juli 2021,
dan Penggugat Il mengundurkan diri pada tanggal 2 Agustus 2021;

— Bahwa berdasarkan Bukti T.1I-3 dan T.lI-6, status hubungan kerja antara
Penggugat Il dengan Tergugat Il adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) mulai tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni
2021, dan Penggugat Il mengundurkan diri pada tanggal 8 Juni 2021;

— Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan
Tergugat Il berakhir karena kesepakatan sebagaimana Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT), maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 45
tambahan Pasal 154 A ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang
Undang juncto Pasal 15 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 16 ayat (1)
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Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

Pemutusan Hubungan Kerja, maka Para Penggugat berhak atas uang

kompensasi berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan
perincian sebagai berikut:

- Penggugat |, masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 6 (enam)
bulan adalah 6/12 x upah sebulan Rp3.329.867,00 = Rp1.664.933,5
(satu juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga
puluh tiga rupiah lima sen);

- Penggugat Il, masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 6 (enam)
bulan adalah 6/12 x upah sebulan Rp3.329.867,00 = Rp1.664.933,5
(satu juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga
puluh tiga rupiah lima sen);

- Penggugat lll, masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 7 (tujuh)
bulan adalah 7/12 x upah sebulan Rp3.329.867,00 = Rp1.942.422,00
(satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh
dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: SUWANDI dan kawan-
kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn,
tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri
dengan amar sebagaimana yang disebutkan di bawabh ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di
bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada
tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
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Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang
juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan

Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.
SUWANDI, 2. RAMADHAN, dan 3. FRENDY PRADANA, tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Medan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 5 Januari
2023;

MENGADILI SENDIRI:
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
— Menolak eksepsi Tergugat | dan Tergugat Il untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan
Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menghukum Tergugat Il untuk membayar kepada Para Penggugat
uang kompensasi kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:
— Penggugat | sebesar Rp1.664.933,5 (satu juta enam ratus enam
puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima sen);
— Penggugat Il sebesar Rp1.664.933.5 (satu juta enam ratus enam
puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima sen);
— Penggugat Il sebesar Rp1.942.422,00 (satu juta sembilan ratus
empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
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4. Menolak gugatan Para Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

— Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H.,
M.H., Hakim-hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Hakim
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri

Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./ ttd./
Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RL.I.
a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001
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